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ABSTRAKSI 
Aldino Kurniawan. NIM. C100060108. 2015. Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Antara Laki-
Laki Di Atas Umur (Mannen Boven De Leeftijd) Dan Perempuan Di Bawah Umur (Vrouwen Oder 
De Leeftijd Van) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sragen) 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui keabsahan pelaksanaan perkawinan antara laki-laki di atas 
umur dan perempuan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. (2) Mengetahui akibat hukum perkawinan antara laki-laki di atas umur dan perempuan di 
bawah umur. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Keabsahan pelaksanaan 
perkawinan antara laki-laki yang berumur  27 tahun  dan perempuan yang masih berumur 15 tahun 5 
bulan seperti pada kasus tersebut diatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yaitu Perkawinan menjadi tidak sah, dikarenakan belum memenuhi batas umur dalam Pasal 
7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas umur ke dua calon pengatin, bagi calon 
pengatin pria di izinkan menikah bila telah mencapai umur 19 tahun dan bagi calon  pengantin 
perempuan harus mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu pihak yang akan menikah harus menunggu 
sampai berumur 16 tahun untuk calon penganti perempuan dan mendapat izin dari orang tua karena 
belum mencapai umur 21 tahun, Calon pengatin yang masih dibawah umur 21 tahun masih dianggap 
menjadi tanggung jawab orang tua. Sehingga izin dari orang tua dianggap sangatlah penting. (2) Akibat 
hukum perkawinan antara laki-laki di atas umur dan perempuan di bawah umur dilihat dari aspek 
yuridis yaitu melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan yang menyebutkan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 
umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, serta bertentangan dengan Pasal 26 
ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua 
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, 
menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya 
perkawinan pada usia anak-anak. Sedangkan akibat perkawinan di bawah umur dilihat dari aspek 
sosiologis yaitu berdampak terhadap aspek kesehatan, aspek kejiwaan / psikologis, aspek hubungan 
suami isteri dan aspek timbulnya perceraian. 
 
Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur 
 
ABSTRACT 
The aim of this study were: (1) Determine the validity of the implementation of marriage between men 
and women over the age of minors under Act No. 1 of 1974 on marriage. (2) Knowing the legal 
consequences of marriage between men and women over the age of minors. Based on the analysis we 
concluded that: (1) The validity of the implementation of marriage between men and women aged 27 
years who was aged 15 years and 5 months as in the case above under Act No. 1 of 1974 on Marriage is 
marriage becomes invalid, because not meet the age limit in Article 7 paragraph (1) of Act No. 1 of 
1974 on the age limit to two candidates pengatin, for prospective pengatin men permitted to marry if 
they have reached the age of 19 years and for the bride must reach the age of 16 years, therefore the 
parties to be married must wait until age 16 years for women and substitute candidates get permission 
from their parents because they have not reached the age of 21 years, pengatin Candidates who are still 
under the age of 21 years is still considered to be the responsibility of the parents. So the permission of 
the parents is considered very important. (2) The legal consequences of marriage between men and 
women over the age of minors seen from the juridical aspects that violate the provisions of Article 7 
paragraph (1) of Law No. 1 1974 About Marriage, which states that: Marriage is only allowed if the 
man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years, and contrary to 
Article 26 paragraph (1) letter c of Law No. 23 of 2002 on Protection of Children that parents have the 
duty and responsibility to care for, maintain, educate and protect children, cultivate the child in 
accordance with the abilities, talents and interests and prevent marriage at the age of children. While the 
result of underage marriage seen from sociological aspects that impact on the health aspects, aspects of 
psychiatric / psychological aspects of conjugal relations and aspects of the incidence of divorce. 
 
Keywords: underage marriage 
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PENDAHULUAN 
Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu 
mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu 
pergaulan hidup. Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan 
adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan umat manusia yang 
pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup 
bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan 
inilah yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan tali ikatan yang 
melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum yang baik tertulis (hukum negara) 
maupun yang tidak tertulis (hukum adat).  
Sekarang ini hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat 
yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu 
hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang 
merupakan hukum yang tidak tertulis.  
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan 
bahwa perkawinan adalah sebagai berikut : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  
Dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para 
pihak yang akan melakukan perkawinan telah siap jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan batas umur minimal 
untuk melangsungkan perkawinan.  
Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa 
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak 
wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan 
bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menghendaki 
pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pembatasan 
umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang 
yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan 
kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan 
keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan 
tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan 
perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.  
Demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih memberikan kemungkinan 
penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 Tentang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama bagi 
yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Dispensasi perkawinan di bawah umur 
dapat diartikan sebagai izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon 
mempelai yang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku masih berusia 
di bawah umur.  
Adanya ketentuan batas umur untuk kawin menurut Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya perkawinan di bawah umur 
masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh perkawinan yang dilakukan oleh 
Syekh Puji dan Ulfa. Di mana Syekh Puji atau Pujiono Cahyo Widianto telah berusia 43 
tahun dengan Lutfiana Ulfa yang berusia 12 tahun, yang terjadi pada tahun 2008. Hal 
tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan menyatakan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas 
tahun)”. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Dalam hal ini apabila terdapat 
penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1), maka kepada mereka harus terlebih dahulu 
dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama untuk dapat diizinkan melakukan 
perkawinan. 
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Alasan Pengadilan agama memberikan dispensasi nikah ada tiga hal yaitu: (1) 
Alasan prosedural yang terdiri dari adanya permohonan dari orang tua calon mempelai, 
alasan permohonan dispensasi serta tidak adanya larangan kawin sebagaimana diatur 
dalam UU perkawinan Pasal 8. (2) Alasan Kemaslakatan dan Kemudarotan, yaitu 
penyebabnya yaitu hamil diluar nikah, sebab kemauan orang tua, dan sebab kemauan anak, 
(3) Kesiapan Calon Mempelai. Selain yang telah disebutkan diatas hakim dalam 
menetapkan dispensasi nikah juga mengacu pada kesiapan masing-masing pasangan yang 
hendak melangsungkan pernikahan, calon istri sudah siap menjadi calon ibu dan begitu 
juga sebaliknya, sehingga walaupun pernikahan itu dilaksanakan oleh anak yang kurang 
umur menurut undang-undang perkawinan itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan 
oleh undang-undang.1 
Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) Mengetahui keabsahan pelaksanaan perkawinan antara laki-laki di atas umur 
dan perempuan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan. (2) Mengetahui akibat hukum perkawinan antara laki-laki di atas umur dan 
perempuan di bawah umur. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 
yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu dari penetapan 
dispendasi Pengadilan Agama Sragen tentang permohonan pernikahan di bawah umur, 
maupun kajian berupa dokumen atau studi pustaka. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Tujuan Konseptual Pernikahan 
Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, pengertian perkawinan ialah: “Ikatan lahir batin antara soarang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ikatan bathin merupakan 
dasar atau fondasi yang sifatnya tidak nyata, hanya dapat dirasakan oleh pasangan suami 
isteri bahwa dalam bathin keduanya terkandung niat yang sungguh-sungguh dengan saling 
mencintai dan saling menghargai untuk membentuk dan membina hubungan rumah tangga 
yang bahagia, sedangkan ikatan lahir merupakan ikatan yang sifatnya nyata, baik bagi 
                                               
1 Abdul Munir, 2011, Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di 
Pengadilan Agama Kendal), Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, Hal. 69. 
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pasangan suami isteri yang mengikatkan dirinya sebagai suami isteri, maupun bagi pihak 
ketiga serta menimbulkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk 
hidup bersama sebagai suami isteri. 
Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi 
merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi 
merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi 
diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.2 
Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa 
syarat-syarat yang harus di penuhi oleh calon mempelai yaitu : 1) Pasal 6 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Untuk melangsungkan perkawinan 
seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari 
orang tua. 2) Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 
Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya. 3) Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara 
atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama 
mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 4) Pasal 6 ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Dalam hal ada perbedaan 
pendapat antara orang-orang yang disebut Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau salah seorang atau lebih di antara mereka 
tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal 
orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 
memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Pasal 6 ayat 
(2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 5) Pasal 6 ayat 
(6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Ketentuan tersebut ayat (1) 
sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu dan yang bersangkutan tidak menetukan lain. 
 Pada dasarnya pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur diberikan kepada 
calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum 
memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang 
                                               
2 Poerwadarminta, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, Hal. 297. 
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diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi 
perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.3 
 Dengan demikian jelas bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di 
bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena 
dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini, sehinngga akan 
dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon 
mempelai. 
 
Keabsahan Pelaksanaan Perkawinan Antara Laki-Laki Di Atas Umur Dan 
Perempuan Di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan 
 
Keabsahan pelaksanaan perkawinan antara laki-laki di atas umur dan perempuan di 
bawah umur dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah dalam perkawinan dan telah 
diberi ijin Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah. Dalam hal permohonan dispensasi 
perkawinan harus melalui prosedur dalam permohonannya, prosedur dalam mengajukan 
permohonan di Pengadilan harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang diatur oleh Buku II 
Pedoman Teknis Administrasi di Pengadilan Agama sebagai berikut antara lain: Pertama, 
Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau 
kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal 
pemohon. Kedua, Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan 
permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh 
mencatat permohonanannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg). Ketiga, 
Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam 
buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara 
yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg). 
Keempat, Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan 
terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu 
penetapan. Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi. 
Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974  tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 
1 berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun 
                                               
3 Abdul Manan, 2002, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama. Jakarta : Raja 
Grafindo Persada. Hal. 10. 
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(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur  16 (enambelas) tahun. 
Selanjutnya dalam  Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah 
Bab IV Pasal 8 “Apabila seorang calon sumi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) 
tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus 
mendapat dispensasi dari pengadilan”.  
Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, 
bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) 
 tahun dan untuk wanita 16 (enambelas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran 
implementasinya  masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), 
yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka 
harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal  itu sesuai dengan Peraturan Menteri 
Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon 
mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis 
kedua orang tua”. Ijin ini sipatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan 
bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus 
membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/ 
penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain 
halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluhsatu) tahun, maka para 
catin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali. Namun untuk 
calon pengantin wanita ini akan jadi masalah karena orang tuanya merupakan wali nasab 
sekaligus orang yang akan menikahkannya. Oleh karena itu ijin dan doa restu orang tua 
tentu suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah 
yakni adanya wali nikah. 
 
Akibat Hukum Perkawinan Antara Laki-Laki Di Atas Umur Dan Perempuan Di 
Bawah Umur 
Perkawinan antara laki-laki di atas umur dan perempuan di bawah umur 
mempunyai akibat hukum, bagi pasangan pekawinan laki-laki di atas umur dan perempuan 
di bawah umur dinyatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : 
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan sahnya perkawinan antara laki-laki di atas umur dan 
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perempuan di bawah umur tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap 
suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan, yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri: (a) Suami istri memikul tanggung 
jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
(Pasal 30). (b) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat 
(Pasal 31 ayat (1)). (c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum 
(ayat 2). (d) Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. (e) Suami 
istri menentukan tempat kediaman mereka. (f) Suami istri wajib saling cinta mencintai, 
hormat menghormati, saling setia. (g) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 
segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya. (h) Istri wajib mengatur urusan rumah 
tangga dengan sebaik-baiknya.  
Akibat Perkawinan Terhadap Harta Kekayaan: (a) Timbul harta bawaan dan harta 
bersama. (b) Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta 
bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun. (c) Suami atau istri harus selalu ada 
persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).  
Akibat Perkawinan Terhadap Anak: (a) Kedudukan anak. Anak yang dilahirkan 
dalam perkawinan adalah anak yang sah (Pasal 42). Anak yang dilahirkan di luar 
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja 
(b) Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu: (1)) Kedua orang tua wajib 
memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat 
berdiri sendiri (Pasal 45). (2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati 
kehendaknya yang baik. (3) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga 
dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan 
anaknya (Pasal 46). (c) Kekuasaan orang tua yaitu: (1) Anak yang belum berumur 18 tahun 
atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua. (2) Orang tua dapat mewakili 
segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. (3) Orang tua dapat 
mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. (4) Orang tua 
tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki 







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: Pertama, keabsahan pelaksanaan perkawinan antara laki-laki yang berumur  27 
tahun  dan perempuan yang masih berumur 15 tahun 5 bulan seperti pada kasus tersebut 
diatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 
Perkawinan menjadi tidak sah, dikarenakan belum memenuhi batas umur dalam Pasal 7 
ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas umur ke dua calon pengatin, 
bagi calon pengatin pria di izinkan menikah bila telah mencapai umur 19 tahun dan bagi 
calon  pengantin perempuan harus mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu pihak yang 
akan menikah harus menunggu sampai berumur 16 tahun untuk calon penganti perempuan 
dan mendapat izin dari orang tua karena belum mencapai umur 21 tahun, Calon pengatin 
yang masih dibawah umur 21 tahun masih dianggap menjadi tanggung jawab orang tua. 
Sehingga izin dari orang tua dianggap sangatlah penting. Alasan yang digunakan oleh 
piihak dari calon mempelai wanita dalam kasus ini yang masih kurang umur haruslah kuat. 
Ada pun contoh alasan yang kuat untuk Hakim mengabulkan permohonan dispensasi 
pernikahan adalah hamilnya calon pengantin perempuan maka calon pengantin harus 
segera dinikahkan untuk menghindarkan anak yang sedang dikandung menjadi anak diluar 
nikah setelah anak tersebut lahir dan untuk menyelamatkan mental dan kejiwaan calon 
pengantin yang sedang mengandung. Adapun caranya untuk mengajukan dispensasi 
tersebut ke Pengadilan Agama  adalah orang tua dari pihak calon  pengantin yang belum 
cukup umur, mengajukan permohon dispensasi pernikahan kepada Pengadilan Agama 
disertai alasan-alasan yang kuat untuk meyakinkan Hakim dalam memberi dispensasi 
pernikahan. 
Kedua, akibat hukum perkawinan antara laki-laki di atas umur dan perempuan di 
bawah umur dilihat dari aspek yuridis yaitu melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: Perkawinan 
hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 tahun, serta bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, 
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menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan 
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Sedangkan akibat perkawinan di 
bawah umur dilihat dari aspek sosiologis yaitu berdampak terhadap aspek kesehatan, aspek 
kejiwaan / psikologis, aspek hubungan suami isteri dan aspek timbulnya perceraian. 
 
Saran 
Perlu adanya perhatian aparat pemerintah maupun Kantor Pencatat Perkawinan 
untuk tidak mudah mengeluarkan surat-surat (formulir) yang berkaitan dengan persyaratan 
pernikahan jika diketahui bahwa umur dari salah satu calon mempelai belum memenuhi 
kriteria umur yang diijinkan oleh Undang-Undang. 
Hendaknya pemerintah dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan 
Sipil mengadakan penyuluhan terhadap dampak yang timbul untuk melaksanakan 
perkawinan di bawah umur. Penyuluhan-penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan melalui 
seminar, kursus-kursus dan sosialisasi ke berbagai kalangan masyarakat, sehingga dapat 
memberi pelayanan kepada masyarakat secara efektif, guna meminimalisasikan terjadinya 
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